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Berkaca pada
Diky Chandra

Oleh Muhammad Fakhruddin

pisahan mantan wakil bupati Garut Diky

Chandra dengan masyarakat Garut. Prosesi
pelepasan Diky dari pejabat menjadi rakyat bi-
asa itu berlangsung sederhana dan dihadiri
ribuan masyarakat berbagai kalangan.

Bukan pejabat, apalagi Bupati Garut yang
memberikan sambutan perpisahan, melainkan
perwakilan dari petani, nelayan, dan pedagang
kaki lima. Aksi teatrikal sejumlah seniman den-
gan melakukan jalan mundur juga mewarnai
proses pamitan itu. Bahkan, dua anak penderi-
ta thalasemia juga ikut membacakan puisi yang
berjudul “Kami Tahu”. Puisi yang menyiratkan
bahwa masyarakat
memahami

keputusan Diky
Chandra
mundur
sebagai wakil
bupati Garut.
Di hadapan
masyarakat
yang hadir di
Gedung Bale
Paminton, Diky
bersujud dan me-
mohon maaf kepa-
da rakyat karena
tidak bisa

I sak tangis dan suasana haru mewarnai per-

y

®Diky |
Chandra

Bersambung ke him 11 kol 5-7

:: pro kontra ::

Baca selengkapnya di him 10

Anda bisa memberi komentar pro kontra ini
di www.republika.co.id

INVASI WARALABA ASING

AHMAD ERANI'Y PENGAMAT EKONOMI
Mengecilkan Waralaba Lokal

Sebanyak 18 waralaba
kuliner asing berniat ma-
suk ke Indonesia?

Saya menyayangkan
bila pemerintah selalu
membuka diri seperti itu.
Ekonomi Indonesia sudah
dikuasai asing. Sekarang,
pemerintah membuka ke-
ran masuknya 18 waralaba asing. Padahal, in-
dustri ini bagian dari kegiatan ekonomi yang
menjadi tumpuan masyarakat kelas menengah
ke bawah. Kalau pemerintah mengizinkan asing,

sama saja memperkecil ruang bagi pelaku
JIMMY BELLA KEMENDAG
Tak Gerus Waralaba Lokal
Sejumlah waralaba
suk ke dalam negeri?
L Walaupun mereka ma-
akan menggerus waralaba
) lokal. Selama ini, con-
¢ atau McDonalds, namun
tidak mengganggu restoran
Indonesia karena ini tidak apple to apple. Lagi
tersendiri. Walau itu juga ayam goreng, berbeda
dengan ayam Mbok Berek atau Suharti. Kuliner
kita lebih spesifik, punya taste, dan rasa yang

ekonomi domestik. m
’ Amerika Serikat akan ma-
‘ =l | suk ke Indonesia, ini tidak
"
tohnya, sudah ada KFC
pula mereka mempunyai segmen dan kelas
lebih dibandingkan produk asing. m

Adang: Miranda
Motivatornya «

PENGIRIM MISTERIUS

Nunun Nurbaetie dan Arie Malangjudo diklaim hanya sebagai ‘tukang pos’
yang mengantarkan duit dalam bentuk cek pelawat senilai Rp 24 miliar

untuk dibagi-bagikan kepada
39 anggota Komisi IX DPR

Penyandang
Dana

periode 1999-2004. Cek itu
diterbitkan BIl yang meru-
pakan pesanan Bank Artha

Graha untuk PT First Mujur

Cek pdlawat Bl
Rp 24 miliar

"'26 anggota DPR yang
terima uang untuk apa?
Motifnya apa? Berarti
dalam k onteks pemilihan
DGS Bl ini. Tapi, motif beri
uang ke anggota dewan
apa? Mengapa mesti kasih
uang fee. Harusnya nggak
usah kasih lagi. Ini yang
punya kepentingan ibu
atau siapa. Yang punya
keinginan ibu atau siapa.
Saya punya hipotesis, yang
punya kepentingan ini
Miranda Goeltom yang
dipilih oleh DPR untuk

Plantation. Tokoh yang me-
ngirim dua tukang pos itu
serta pemilik sejati cek
pelawat masih misterius.

Nunun
Nurbaetie

W .*h..a-'
5

Arie
Malangjudo

MIRANDA S
GOELTOM

Mengapa yang menjadi
tersangka hanya Nunun.
Sedangkan MG (Miranda
Goeltom) melenggang.
Saya meminta ada
keseimbangan tentang
keadilan dan kesetaraan.

Adang Daradjatun, suami Nunun,
P mempertanyakan
mengapa Miranda Goeltom

tak dijadikan tersangka.

"'Kasus ini pasti dan'harus
menyeret Miranda. 1™
Miranda harus merasakan
_-apayang ibu-(bfm_un)
rasakan."! b

Pengacara Nunun, Ina Rahman.

tukang go-
tong yang
menyebarkan
uang ke DPR un-
tuk pemenangan Mi-
randa sebagai deputi
gubernur senior BI.
Arie pernah bersaksi
dalam kasus suap itu untuk

@ Arie Malangjudo

pada pemeriksaan perdana
Nunun, kasus suap cek pelawat
itu bisa terungkap,” kata Ina.
Dia sempat sesumbar bahwa
penangkapan Nunun akan
berdampak besar dan menjadi
bola salju. Bahkan, akan mem-
buat publik terkaget-kaget de-
ngan fakta di belakang kasus ini.
Miranda sendiri beberapa kali
diperiksa dalam kasus ini oleh
KPK, meskipun masih sebatas
saksi. Dengan tertangkapnya Nu-
nun, KPK memastikan akan kem-
bali memeriksa mantan deputi
gubernur senior BI itu. “Ya ke-
mungkinan bisa jadi saksi.,” kata

menjadi deputi gubernur
(senior) BI."

Penyidik KPK RS ketika mendatangi
rumah Adang.

Esthi Maharani

KPK kembali mencekal
Miranda Goeltom

JAKARTA — Nunun Nur-
baetie tak ingin menjadi sasaran
akhir dari kasus suap pemilihan
deputi gubernur senior Bank In-
donesia tahun 2004 yang meli-
batkan 30 anggota Komisi IX
DPR periode 1999-2004 itu. Sua-
mi Nunun, mantan wakil kepala
Polri Adang Daradjatun, berniat
membongkar keterlibatan tokoh
lain yang lebih besar.

Sakitnya Nunun tak
Halangi Penyelidikan

—Him 11

Adang secara terbuka bahkan
mendesak Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) agar menjadikan
Miranda Goeltom dan Arie Ma-
langjudo sebagai tersangka. Mi-
randa dipilih oleh Komisi IX DPR
sebagai deputi gubernur senior
BI pada 2004. Sedangkan Arie
Malangjudo merupakan mantan
direktur utama PT Wahana Esa
Sembada, perusahaan milik Nu-
nun, yang bertugas membagikan
cek pelawat senilai Rp 24 miliar
dari Nunun kepada fraksi-fraksi
di DPR.

Menurut Adang, keterlibatan
Miranda sebenarnya sudah dinya-
takan oleh penyidik KPK yang

Fraksi-fraksi
DPR

pernah mendatangi kediamannya
pada 30 Desember 2010. Adang
sengaja merekam pembicaraan
dengan empat penyidik KPK itu.
Dalam rekaman yang berdurasi
sekitar lima menit itu, terdengar
penyidik KPK berinisial RS
mengindikasikan bahwa Miranda
berperan sebagai motivator kasus
tersebut.

“Mengapa yang menjadi ter-
sangka hanya Nunun. Sedangkan
MG (Miranda Goeltom) meleng-
gang?” kata Adang di rumahnya
di Cipete, Jakarta Selatan, Senin
(12/12). Adang juga menjelaskan
bahwa istrinya dan Arie Malang-
judo hanyalah sebagai kurir atau

terdakwa lima politikus dari
PDIP. Dia memberikan cek
pelawat senilai Rp 9,8 miliar jatah
para politikus PDIP kepada Du-
dhie Makmun Murod di restoran
Bebek Bali, Senayan, Jakarta
Pusat, pada Juni 2004. “Status
istri saya dan Arie Malangjudo
kan sama, yakni sebagai kurir
atau tukang pos. Mengapa dia
(Arie) tidak jadi tersangka?” kata
Adang.

Pengacara Nunun, Ina Rah-
man, menjelaskan bahwa dalam
kasus ini Miranda adalah pihak
yang paling bertanggung jawab
karena suap kepada anggota de-
wan itu terkait pemenangan Mi-
randa sebagai deputi gubernur
senior BI. Namun, saat ditanya
apakah Nunun diperintahkan
oleh Miranda untuk memberikan
uang suap kepada anggota DPR,
Ina mengaku tidak tahu.

“Maka dari itu, kita berharap

rehat

Menkumham: Hak interpelasi tak tepat
Gimana kalau interpelasinya dimoratorium?

Djoko: Tidak ada tahanan politik di Papua
Lho, dipindah ke mana ya?

Sukses dari Media Sosial dan Blog (Bagian 1)

Ollie Salsabeela: 20 Buku dari Ngeblog

Waulan Tunjung Palupi

20 judul buku, mulai dari
cerita-cerita fiksi
yvang ditulis sendiri

I a sudah menulis kurang lebih

ataupun antologi, dari t"e“dmg
buku bertema traveling /\/
sampai tips blogging.

Ia juga membuat per-

usahaan konsultan e-commerce
dengan situs tukuSolution.com
dan jasa pembuatan games tem-
paLabs.com yang digawangi
anak-anak muda Indonesia yang
jago di bidangnya.

Memulai bisnis pertamanya
dari jualan buku di dunia maya
pada 2006 di usia 23 tahun lewat
Kutukutubuku.com, kini dia juga
aktif di Fresh Forum, komunitas
para penggila digital. Aulia Ha-
limatussadiah nama aslinya. Na-
mun, dia lebih dikenal dengan
nama Ollie atau Salsabeela dari
nama situsnya. Perempuan ke-
lahiran Yogyakarta, 17 Juni 1983,
ini bisa dibilang salah satu orang
yang ‘menetas’ dari tulis-menulis
di dunia maya.

Pertama kali bersentuhan de-
ngan internet pada 1997, tetapi
saat itu Ollie baru pada sebatas
browsing-browsing dan chat. Ke-
mudian, ia belajar
membuat situs sendiri
dan rajin melihat si-
tus-situs pribadi dari
luar negeri yang mulai

@ Blog milik Ollie.

berkembang. Segala kegiatan
menulis dan bisnisnya yang
akhirnya berkembang sedemikian
rupa berawal dari kegiatan blog-
ging pada 2003 ketika layanan
blog atau situs pribadi gratisan
memang belum seheboh sekarang.

Bersambung ke him 11 kol 1-7
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Ichsan Emrald Alamsyah

JAKARTA — Ekonomi In-
donesia yang tumbuh stabil
memang menjadi daya tarik
pengusaha asing untuk me-
ngembangkan bisnis warala-
banya. Namun, Indonesia se-
baiknya jangan hanya menjadi
pasar bisnis waralaba asing,
terutama dari Amerika Serikat
(AS).

Ketua Asosiasi Franchise
Indonesia (AFI) Anang Sukan-
dar mengingatkan pemba-
ngunan bisnis waralaba lokal
juga perlu diperhatikan meski
waralaba asal AS itu sah-sah
saja masuk ke Indonesia. “Me-
mang mereka membuka la-
pangan kerja, cuma kan yang
level dasar;” ujar Anang, Senin
(12/12).

Perusahaan waralaba asing,
kata Anang, memang mem-
butuhkan Indonesia yang
memiliki pertumbuhan ekono-
mi stabil. Sementara, kondisi
ekonomi di Uni Eropa dan AS
yang selama ini menjadi an-

Juru Bicara KPK Johan Budi.

Mulai Senin malam, KPK kem-
bali mengeluarkan surat per-
mintaan cekal atas Miranda Goel-
tom kepada Ditjen Imigrasi Ke-
menterian Hukum dan HAM.
“Menindaklanjuti permintaan
dari KPK, mulai malam ini telah
dikeluarkan kembali perintah
cekal kepada Miranda Goeltom,”
kata Wakil Menteri Hukum dan
HAM RI Denny Indrayana
melalui pesan singkatnya kepada
Republika, semalam.

Menurut Denny, pencekalan
ini dilakukan segera sebagai
komitmen kuat antara KPK dan
Kemenkumham dalam kerja sama
pemberantasan korupsi. Sebelum-
nya, KPK pernah meminta Ditjen
Imigrasi mencekal Miranda kelu-
ar negeri pada 26 Oktober 2010
yang berlaku selama satu tahun.

B muhammad hafil/a syalaby ichsan
ed: rahmad budi harto

Waralaba Lokal
Perlu Diutamakan

dalan waralaba asing sedang
merosot. Indonesia diibaratkan
sebagai perempuan seksi yang
membetot perhatian semua
kalangan.

Anang berharap serbuan
waralaba AS hanya sampai
ke kota-kota besar di Indone-
sia, seperti Jakarta dan Sura-
baya. Ekspansi mereka perlu
dibatasi agar tak membunuh
waralaba lokal yang saat ini
kondisinya memang belum
banyak yang berkualitas.

Sebanyak 18 perusahaan
waralaba AS yang didominasi
waralaba berbasis makanan
dan minuman berencana ma-
suk ke pasar Indonesia. Bagi
mereka, Indonesia dinilai ne-
gara yang tepat untuk mem-
buka cabang atau gerainya
karena pertumbuhan ekonomi
Indonesia semakin meningkat
yang dibarengi dengan tum-
buhnya kelas menengah baru.

Serangan waralaba asing
ini dikhawatirkan Anang bisa

Bersambung ke him 11 kol 1-4

iriwayatkan dari Zainab istri
D Ibnu Mas’ud, ia berkata, Ra-

sulullah SAW bersabda: “Wa-
hai para wanita, bersedekahlah
walaupun dari perhiasan kamu.”
Zainab berkata, “Aku pergi kepada
Abdullah (Ibnu Mas’ud) dan berkata,
“Sesungguhnya engkau adalah laki-
laki ringan yang suka membantu,
sesungguhnya Rasulullah SAW
memerintahkan kami (para wanita)
untuk bersedekah. Maka, datanglah
kepadanya dan tanyakan barangkali
sedekah kepadamu sudah dianggap
sedekahku. Bila tidak, maka aku
akan keluarkan sedekah kepada se-
lain kamu.”

Zainab mengatakan, maka Abdul-

lah bin Mas’ud berkata kepadanya.

“Kamu sajalah yang datang.” Zainab
pergi menemui Rasulullah dan di de-
pan pintu rumah Rasulullah ada
perempuan Anshar yang punya kebu-
tuhan yang sama.

Tak lama kemudian, datang Bilal.
Zainab berkata kepadanya dan me-
mohon kepada Bilal untuk menyam-
paikan kepada Rasulullah bahwa
ada dua orang perempuan yang
sedang menunggu di depan pintu
rumahnya dan bertanya tentang
sedekah kepada suami dan anak-
anak yatim di rumah mereka,
apakah mereka itu akan mendapat
balasan pahala?

Bilal pun masuk dan menyam-
paikan pertanyaan tersebut. Rasulul-
lah SAW bertanya, “Siapa mereka

hikmah

Oleh Prof Dr KH Achmad Satori Ismail

Cara Menyantuni Yatim

berdua?” Bilal menjawab, “Seorang
wanita Anshar dan Zainab.” Nabi
SAW bertanya, “Zainab yang mana?”
Bilal berkata, “Zainab istri Abdullah
(Ibnu Mas’ud).

Kemudian Rasulullah SAW
bersabda kepada Bilal, “Mereka
berdua mendapatkan dua pahala,
yakni pahala menjaga kekerabatan
dan pahala sedekah.” ( HR Bukhari

dan Muslim).

Dari keterangan di atas, hakikat-
nya menyantuni anak yatim itu
adalah dengan cara membawa anak
yatim ke dalam keluarga, mencukupi
kebutuhannya, mengajari dan men-
didiknya sampai balig. Itulah bentuk
santunan kepada anak yatim yang
paling utama. Penjamin anak yatim
harus memperlakukan mereka

seperti keluarganya sendiri dalam
hal sandang, pangan, dan pen-
didikan. Itulah yang dilakukan para
sahabat sebagaimana dilukiskan
dalam hadis di atas.

Selain kedua cara di atas, cara
lainnya adalah mengelola harta anak
mereka secara syariah dan
keuntungan yang didapat dipergu-
nakan untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Rasulullah SAW bersabda,
“Penyantun anak yatim yang berasal
dari kerabatnya atau anak yatim dari
orang lain akan bersama denganku
di surga, seperti jari telunjuk dan jari
tengah.”

Di antara kriteria menyantuni
anak yatim itu, antara lain, men-
jamin seluruh kebutuhan pokoknya

seperti sandang, pangan, dan tem-
pat tinggal, memenuhi kebutuhan
pendidikannya dengan layak sehing-
ga mereka tidak merasakan perbe-
daan antara dirinya dengan anak-
anak lainnya.

Ada beberapa keutamaan bagi
mereka yang menjadi penyantun
anak yatim. Pertama, menjadi teman
Rasulullah SAW dalam surga.
Kedua, akan membersihkan pikiran,
melembutkan dan menghilangkan
kekerasan hatinya. Ketiga, menjadi
penyembuh dari berbagai penyakit
kejiwaan. Keempat, memiliki
kepedulian sosial karena menolong
dan membantu orang yang membu-
tuhkan sebagaimana diajarkan
dalam Islam. m
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DEMO PRT: Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga (KA-PRT) membentangkan serbet raksasa saat berunJuk rasa menuntut per-
lindungan PRT di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (12/12). Dalam aksinya, mereka mendesak Komisi IX DPI untuk segera menetapkan RUU Perlindungan

PRT dalam Prolegnas 2012.

TAHTA AIDILLA

Pansus Dinilai Abaikan Hukum Pemilu

JAKARTA — Panitia Khusus
(Pansus) RUU Pemilu di DPR ma-
sih enggan membahas persoalan
hukum pemilu dan penegakannya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pe-
milu dan Demokrasi (Perludem)
Veri Junaidi menilai, persoalan
tersebut terlihat dari perdebatan
RUU Pemilu yang lebih terpusat
pada masalah ambang batas parle-
men (parliamentary threshold/PT).
“Hal tersebut (hukum pemilu) se-
harusnya menjadi perhatian Pan-
sus RUU Pemilu,” katanya di Ja-
karta, Senin (12/12).

Dia menyoroti soal kerangka
hukum pemilu dalam pelaksanaan
pemilu sebelumnya. Menurutnya,
kerangka itu lebih menonjolkan
penghukuman tanpa mampu me-
ngembalikan suara pemilih. Per-
soalan tersebut terlihat dari ber-
tambahnya aturan pemidanaan
dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009.
Meskipun pasal tentang pidana

Polri Diminta Segera | ym
Tetapkan Tersangka

berkembang pesat, Veri menyebut,
penegakannya tidak berjalan efek-
tif dan hak elektoral rakyat terus
terlanggar tanpa ada mekanisme
pemulihan yang baik.

Veri menjelaskan, Pemilu 2009
banyak diwarnai kecurangan. Hal
itu lantaran dalam pelaksanaannya
pemilu yang dimenangi Partai De-
mokrat tersebut paling bermasa-
lah selama era reformasi, tak terke-
cuali masalah pemenuhan prinsip
keadilan pemilu (electoral justice).
Masalah saat itu, kata dia, menca-
kup tidak adanya jaminan hukum
terhadap tindakan, prosedur, dan
keputusan terkait proses pemilu.
Kondisi itu terlihat dari banyaknya
persoalan penyelenggaraan akibat
sengketa dan ketidakjelasan peng-
aturan.

Permasalahan selanjutnya ada-
lah sistem yang dirancang tidak
mampu memberikan perlindungan
dan bahkan tidak mampu memu-

lihkan hak elektoral yang terlang-
gar. Persoalan lainnya, kata Veri,
tidak tersedianya ruang yang me-
madai bagi pemilih untuk meng-
ajukan pengaduan, mengikuti per-
sidangan, dan mendapatkan pu-
tusan adil dalam terlanggarnya
hak elektoral. “Persoalan terbesar-
nya adalah ketidaksesuaian ke-
rangka hukum pemilu dengan par-
adigma keadilan pemilu.”

Veri melihat kondisi itu tak
perlu terjadi kalau kerangka hu-
kum yang disusun mampu mem-
berikan perlindungan terhadap
hak elektoral dan jika terlanggar
maka dapat dipulihkan. Namun,
kerangka hukum yang ada justru
tidak efektif menjaga suara pemi-
lih sebagai sumber kedaulatan.

Peneliti senior Centre for Elec-
toral Reform (Cetro) Refly Harun
mengkritik RUU Pemilu yang ada
saat ini sangat minimalis mengatur
penataan keadaan pemilu. Pada-

hal, Pasal 73 Ayat 5 UU Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyeleng-
gara Pemilu menyatakan bahwa
tata cara dan mekanisme penye-
lesaian pelanggaran administrasi
pemilu dan sengketa pemilu diatur
di dalamnya.

Karena itu, pihaknya mendesak
Pansus RUU Pemilu segera mem-
bahas tentang penegakan hukum
pemilu dan menciptakan sistem
keadilan pemilu yang berorientasi
pada pemenuhan hak elektoral
dari setiap pelanggaran dan kecu-
rangan. Selain itu, pihaknya men-
dorong optimalisasi kewenangan
Bawaslu dan Panwaslu dengan
fungsi ajudikasi, dengan diikuti
seleksi ketat atas calon anggota
Bawaslu di pusat dan daerah. “Ka-
mi juga mendorong diberikannya
kewenangan yang lebih kuat bagi
Bawaslu untuk menegakkan ke-
tentuan tentang dana pemilu,”
kata Refli. M c13 ed: dewi mardiani

Tindakan DPR
Berlebihan

Erdy Nasrul,
Esthi Maharani

Komisi Il DPR terus meng-
galang dukungan.

JAKARTA — Semangat Komisi III
DPR untuk menggunakan hak interpe-
lasi atas kebijakan pembatalan remisi
bagi narapidana korupsi dinilai sebagai
dukungan bagi koruptor secara
berlebihan. Pakar Hukum Tata Negara
Universitas Andalas Saldi Isra menilai,
hak interpelasi DPR terlalu ngotot.
Menurutnya, interpelasi bisa dikelu-
arkan kalau menyangkut kepentingan
masyarakat luas.

Karena itulah, dia mempertanyakan
ngototnya DPR mengajukan interpelasi
dari kebijakan yang justru mengapre-
siasi keinginan rakyat. Pihaknya meli-
hat dalam kasus ini, DPR terlalu ter-
buru-buru menggulirkan hak inter-
pelasi. “Seharusnya kedua lembaga
negara itu bisa bertemu dalam public
hearing untuk mencari titik temu,”
katanya di Jakarta, Senin (12/12).

Menkumham Amir Syamsuddin me-
nyampaikan pihaknya menghormati
inisiatif sejumlah anggota DPR yang
mengajukan interpelasi. “Saya tak mau
mengomentari. Kami bukan dalam po-
sisi menantang.” Namun, dia berpen-
dapat, seharusnya jika ada kebijakan
pemerintah yang salah, DPR tak meng-
interpelasi, tapi menguji kebijakan itu
dalam forum yang tepat seperti di Pen-
gadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berlebihannya sikap DPR juga dis-
ampaikan pakar Psikologi Politik Uni-
versitas Indonesia Hamdi Muluk.
Menurutnya, alasan DPR ngotot ingin
interpelasi itu tidak substansial dan
dinilai berlebihan. “Asumsi seperti itu
semakin kuat di mata masyarakat.”

Dia menyatakan, hak itu disampai-
kan kepada Menteri Hukum dan HAM
(Menkumham) Amir Syamsudin dan
jajarannya dengan cara yang emosi-
onal. Belum lagi ulah Wakil Ketua
Komisi IIT dari Golkar Aziz Syamsudin
yang dinilai tidak menggambarkan
penggunaan hak interpelasi secara
proporsional karena saat pembicaraan
itu, Aziz justru meminta Wakil Men-
kumham Denny Indrayana keluar.

Hamdi menyatakan hal ini bukan-

lah sikap negarawan. Kini, kata dia,
publik menilai bahwa penggunaan in-
terpelasi hanyalah sikap emosional
DPR. Dia mengatakan, penggunaan
interpelasi sebenarnya sah-sah saja,
asalkan hal itu dilakukan secara pro-
porsional.

Hamdi menanyakan, apakah ini di-
lakukan hanya karena ada narapidana
kasus korupsi dari parpol tertentu,
seperti Paskah Suzeta dari Golkar
dan al-Amin Nasution dari PPP.
Alasan interpelasi itu karena ada unsur
pelanggaran HAM, namun itu di-
nilainya tidak relevan. “Terlalu jauh
untuk menyimpulkan ada pelanggaran
HAM,” tambahnya. Jika dinilai diskri-
minatif, kata dia, bisa saja.

Maju terus

Aziz Syamsuddin menegaskan,
hingga saat ini, dukungan untuk meng-
ajukan hak interpelasi kepada pemer-
intah sudah mencapai 100 orang lebih
yang terdiri atas lintas fraksi. “Kita
maju terus. Kami yakin hal interpelasi
itu akan terlaksana,” katanya di ge-
dung Lemhanas.

Rekannya di Komisi III DPR dari
Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, mem-
bantah tudingan bahwa hak interpelasi
itu untuk mendukung koruptor. Dia
menegaskan, interpelasi bertujuan un-
tuk mengklarifikasi kepada presiden
apakah pembatasan remisi itu disetujui
presiden atau tidak. “Kita setuju saja
dengan pembatasan remisi, tetapi ja-
ngan melanggar peraturan perundang-
undangan.”

Anggota Komisi III dari Fraksi
Golkar Bambang Soesatyo memper-
tanyakan pembatalan surat keputusan
(SK) menteri hanya melalui telepon.
“Ini jelas bermasalah.” Dia juga me-
minta masalah interpelasi ini diagen-
dakan dalam Rapat Paripurna oleh
Badan Musyawarah DPR.

Dari partai, Sekjen Partai Golkar
Idrus Marham mengatakan, kebijakan
Menkumham itu melanggar UU dan
HAM. Menurut Idrus, inisiatif Golkar
menggerakkan hak interpelasi adalah
untuk meminta klarifikasi Menkum-
ham dan wakilnya. Tujuannya, kata
dia, adalah mencari kebenaran terkait
kebijakan itu. “Kami hanya perlu pen-
jelasan komprehensif dengan meng-
gulirkan hak interpelasi ini.”

M c13 ed: dewi mardiani
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! Duka Sondang

Bilal Ramadhan

JAKARTA — Sekitar dua
bulan, kasus pencurian pulsa
yang dilaporkan empat orang
kini telah ditangani di Bares-
krim Polri. Rencananya pe-
nyidik Bareskrim Polri akan
melakukan gelar perkara ter-
hadap kasus tersebut. “Besok
(13/12) akan ada gelar perkara.
Kami berharap penyidik akan
menetapkan tersangka dalam
kasus ini,” kata Erdiana, kuasa
hukum pelapor kasus pulsa,
Hendri Kurniawan dan Feri
Kuntoro, yang ditemui di Ma-
bes Polri, Jakarta, Senin
(12/12).

Erdiana menyatakan, sam-
pai saat ini, belum ada kema-
juan yang dicapai Polri dalam
penanganan kasus ini, terma-
suk untuk penetapan tersang-
ka. Namun, ia tetap optimistis
dengan adanya gelar perkara
itu, bakal ada kemajuan yang
berarti.

Kemarin,penyidik juga me-
meriksa salah seorang petinggi
Telkomsel yaitu General Ma-
nager Corporate Council and
Litigation Telkomsel, Intan
Nagari. Sementara itu, Kepala
Divisi Humas Polri, Irjen Saud
Usman Nasution belum me-
ngetahui adanya pemeriksaan
terhadap Intan. “Saya belum
cek mengenai perkembangan
kasus pencurian pulsa.”

Sementara itu, pihak pela-
por penyedotan pulsa, M Feri
Kuntoro, meminta kepolisian
untuk menghentikan penyi-
dikan laporan balik PT Colibri
Network, salah satu content
provider (CP) telekomunikasi.
Permintaan ini disampaikan
oleh kuasa hukumnya, Didit
Wijayanto, kepada Kapolres
Metro Jakarta Selatan, Senin.

Menurutnya, pasal-pasal
yang dijadikan dasar tuntutan

PT Colibri tiak bisa diterapkan
untuk menjerat korban, sekali-
gus saksi kasus penyedotan
pulsa. “Dasar dan alasan pela-
por yang ingin memperkara-
kan klien kami sama sekali
tidak nyambung.” Pihaknya
menyampaikan desakan ini
juga sebelumnya dilakukan,
akhir pekan lalu, dengan tu-
juan yang sama, yaitu Polres
Metro Jakarta Selatan.

Menurut Didit, dalam la-
poran baliknya, pihak PT Coli-
bri Network mendasarkan
KUHP pada Pasal 310 tentang
pencemaran nama baik, Pasal
311 mengenai fitnah, dan Pasal
335 tentang perbuatan tidak
menyenangkan. Menurut tim
kuasa hukum, pasal-pasal ini
tidak bisa diterapkan karena
langkah CP ini merupakan
bentuk kriminalisasi hukum
terhadap kliennya. Apalagi,
kata dia, subjek hukum pada
gugatan pencemaran nama
baik ini adalah pihak yang se-
sungguhnya menjadi korban.

Didit berpendapat, tidak
ada aturan yang menghukum
seseorang jika unsur-unsurnya
tidak terpenuhi. “Apa yang
kami lakukan juga memiliki
kepastian hukum yang juga
jelas diatur dalam UUD 1945
Pasal 28 B ayat (1).”

Terkait kasus Feri, lanjut-
nya, kuasa hukum juga siap
melayangkan somasi kepada
operator Telkomsel setelah
surat permintaan klarifikasi
sebelumnya tidak dijawab
dengan baik. “Feri mewakili
para pelanggan. Kalau tidak
ditanggapi dengan baik, kami
pun akan melayangkan kepa-
da operator telepon selular
ini.” Sebelumnya, kuasa
hukum tiga kali meminta kla-
rifikasi terkait dengan penye-
dotan pulsa yang dialami kli-
ennya. B C19 ed: dewi mardiani

PIDATO MEGAWATI: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berpidato pada pembukaan
Rapat Kerja Nasional | PDIP di Hotel Haris, Bandung, Senin (12/12). Dalam pidatonya, Megawati memberikan
kritik pedas terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

PDIP Pilih Konsolidasi
Ketimbang Usulkan Capres

Palupi Annisa Auliani,
Erdy Nasrul

BANDUNG — Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) menggelar rapat kerja
nasional (rakernas) selama tiga
hari, mulai Senin (12/12). Rapat
akan menjadi akhir konsolidasi
struktur partai meski belum
akan muncul rekomendasi soal
pencalonan presiden untuk Pe-
milu 2014. “Tahun ini sudah
menjadi tahun konsolidasi. Ti-
dak mau kehilangan momen-
tum, 2012 akan menjadi tahun
konsolidasi program,” Kkata
pengarah rapat, Ganjar Pra-
nowo, Senin (12/12).

Logikanya, kata Ganjar, un-
tuk pemenangan pemilu, harus
disiapkan dulu sistem internal,
terkait siapa yang harus beker-

ja untuk pemenangan. Soal ca-
lon yang akan diusung, menu-
rutnya, hanya soal waktu yang
tepat untuk menyampaikan-
nya. “Kami tidak tergesa-gesa
soal pencalonan,” tegas Ganjar.

Menurut Ganjar, bila terlalu
awal teriak-teriak soal penca-
lonan presiden tapi tidak ada
kesiapan basis, justru tidak
produktif. Apalagi, pencalonan
presiden harus menghadirkan
seluruh struktural partai. Se-
dangkan, rapat kerja nasional
tidak diikuti oleh seluruh
struktur partai.

Ketua DPP PDIP Maruarar
Sirait menegaskan, rakernas di
Bandung tidak akan membica-
rakan soal capres. Ia mengata-
kan, masalah capres terlalu
politis dan belum perlu dibica-
rakan dalam waktu dekat.

PDIP, kata Maruarar, lebih baik
fokus dalam masalah kegiatan
yang merakyat karena dinilai
lebih menyentuh masyarakat.
“Kita tak ada pembicaraan se-
putar capres.”

Sekretaris Jenderal PDIP
Tjahjo Kumolo mengatakan,
tidak tertutup isu pencalonan
presiden tetap akan muncul di
forum rakernas. “Sifatnya ma-
sukan, kami rekam. Hanya saja
belum akan muncul rekomen-
dasi pencalonan,” imbuhnya.

Rakernas PDIP dibuka lang-
sung oleh ketua umumnya, Me-
gawati Soekarnoputri. Tjahjo
menerangkan, rakernas akan
menyusun program kerja mulai
2012 sekaligus evaluasi pro-
gram 2010-2011. Topik-topik
aktual kebangsaan juga di-
agendakan. W ed: andri saubani

dan Antikorupsi

Palupi Annisa Auliani

BANDUNG — Pidato Pembukaan Rakernas PDIP
diwarnai keprihatinan dan dukacita untuk Sondang
Hutagalung. Aksi bakar diri mahasiswa Universitas
Bung Karno itu dianggap mewakili keresahan anak
muda menyikapi kinerja pemerintah yang jauh dari
gambaran ideal. “Apakah pemimpin negara ini
tidak terbetot hatinya, ada anak muda yang karena
prinsip dan keyakinannya melakukan tindakan
yang tidak seharusnya dilakukan,” ujar Ketua
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato
pembukaan Rakernas PDIP, Senin (12/12).

Tragedi Sondang, ujar Megawati, harus dire-
nungi secara mendalam. Jangan sampai ada anak
muda lain yang karena prinsip dan keyakinannya
melakukan hal serupa dengan Sondang. Di tengah
pidato tersebut, Megawati juga menyampaikan
bela sungkawa mendalam kepada keluarga Son-
dang. “Tak perlu ada teguran lain, untuk sadari
ada yang salah dengan pengelolaan negeri ini,” ke-
cam Megawati.

Dalam pidatonya, Megawati juga menggaris-
bawahi compang-campingnya wajah penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
PDIP menyatakan diri bakal menjadi pelopor an-
tikorupsi. PDIP juga menyatakan menolak sistem
pemilu berbiaya tinggi dan motif politik untuk peng-
gunaan anggaran negara. “Saat ini kita meng-
hadapi penghancuran mental dan sistem secara
sistematis,” kata Megawati.

Korupsi, sebut Megawati, sudah merasuk ke
dalam ruang pengambilan keputusan, baik dalam
anggaran negara maupun kebijakan. PDIP, tegas
Megawati, harus menjadi partai yang bisa mencari
solusi atas persoalan kronis ini. Megawati pun
menyatakan dalam rapat kali ini akan ditegaskan
posisi partai terhadap pemberantasan korupsi.
“Tantangan yang ada justru harus menjadi alasan
untuk bangkit dan bukannya untuk lebih terpuruk
lagi,”” ujar dia.

Agar tak sekadar menjadi jargon muluk antiko-
rupsi, Megawati menegaskan pengelolaan keuang-
an partai harus akuntabel. Partai, ujar dia, me-
mang membutuhkan dana untuk menjalankan
fungsi partai politik. Gotong royong harus dihidup-
kan kembali dalam kehidupan partai. luran wajib
dan rutin sebagaimana aturan AD/ART partai
adalah solusi untuk pembiayaan itu. “Tetapi, se-
muanya tidak boleh menjadi alasan pembenar ko-
rupsi.” M ed: andri saubani
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Membuka Tabir

Pemberi Suap
Pemilihan DGS Bl

erawal dari ketidaksengajaan, praktik suap tersebut.

Agus Condro mengungkap praktik Sekalipun para anggota Komisi IX DPR

suap senilai Rp 24 miliar terkait periode itu sudah masuk bui bahkan su-

pemilihan Deputi Gubernur Sen- dah hampir semuanya selesai menjalani
ior (DGS) Bank Indonesia (Bl). Sekitar hukuman, namun tidak satu pun pemberi
Agustus 2008, Komisi Pemberantasan Ko-  suap yang berhasil dijerat. Orang yang bisa
rupsi meminta keterangan Agus Condro dijadikan petunjuk, yaitu Nunun Nurbaetie,
terkait dengan pemberian suap dalam se- kala itu mengaku sakit lupa ingatan.
buah kasus yang melibatkan anggota Penangkapan Nunun pada 9 Desember
DPR. 2011 memberi angin segar bagi peng-

Saat itu, Agus Condro mengaku tidak ungkapan kasus ini seterang-terangnya.

tahu. la justru bercerita kalau dia telah Diharapkan, Nunun (yang disebut Arie
menerima uang senilai Rp 500 juta terkait Malangjudo sebagai orang yang mem-
dengan pemilihan DGS BI pada sekitar berikan uang kepadanya) akan bisa mem-
Juni 2004. Informasi ini yang kemudian buka orang-orang yang ada di balik kasus
dikembangkan KPK, sehingga terungkap suap ini. W ed: joko sadewo

PENGAKUAN MIRANDA

VD COU
26 OKT 20 SEPT
2010 2011

| \

PDIP KESANDUNG DGS BI

Rapat internal Fraksi PDIP yang dihadiri

oleh seluruh anggota Komisi IX dari Frak- () [
si PDIP, Tjahjo Kumolo (ketua fraksi), dan Usai diperiksa KPK, Miranda mengaku Miranda bersaksi untuk Paskah
Panda Nababan (sekretaris fraksi). Miranda mengaku kenal dengan Suzetta, Ahmad Hafiz Zawawi,
Dalam rapat itu disampaikan untuk tidak pernah menjan- Nunun, tapi se- Marthin Briaseran, Bobby Suhardi-
pemilihan DGS BI, Fraksi PDIP men- jikan memberi uang batas kenal karena man, dan Anthony Zeidra Abidin.
dukung Miranda Swaray Goeltom. atau apa pun kepada anak Miranda te- Dalam sidang itu, Miranda mengaku
Anggota Fraksi PDIP di Komisi IX diminta siapa pun sebelum man sekolah kalau para terdakwa tidak pernah
untuk mengamankan. atau setelah pemili- anaknya Nunun. meminta dari dia. Dia juga tidak per-
han DGS BI. nah menjanjikan sesuatu kepada

para tersangka.

PENERIMA Willem Tutuarima  Rp 500 juta
: CEK PELAWAT YANG JADI TERSANGKA .

Miranda
bersedia
memberikan uang

Sutanto Pranoto Rp 600 juta

Ada pertemuan lagi yang Agus Condro Rp 500 juta

dipimpin Emir Moeis di ruang rapat Baharuddin Aritonang Rp 350 juta Muhammad Igbal ~ Rp 500 juta
HP 300 "“.n Poksi 9 di gedung DPR. Selain me- E@: Anthony Zeldfa Abidin Rp 6OOJ.uta Budiningsih Rp 500 juta
nunjuk Panda sebagai koordinator Hafiz Zawawi Rp 600 juta Poltak Sitorus Rp 500 juta
HINGGA pemenangan Miranda. Paskah Suzetta Rp 600 juta Rusman L Rp 500 juta
BP 5““ ""'n Reza Kamarullah Rp 500 juta Max Moein Rp 500 juta
Asep Ruchiyat Sudjana  Rp 150 juta Matheos Pormes ~ Rp 350 juta
T™ Nurlif Rp 550 juta Engelina Pattiasina  Rp 500 juta
Martin Bria Seran Rp 250 juta Li Nuh Mariani Rp 500 juta
Boby Suhardiman Rp 500 juta Soewarno Rp 500 juta
Hengky Baramuli Rp 500 juta Panda Nababan Rp 1,45 miliar

Miranda Goeltom bertemu dengan Daniel tandjung Rp500 juta  [adLcl Suistad Rp 800 juta
Fraksi PDIP terkait pemilihan DGS B. Sofyan Usman Rp 250 juta  [RUUALIGIN SUitno Rp 500 juta

Darsup Yusuf Rp 500 juta

Sumber: Data di surat dakwaan

CEK DITEBARKAN KE DPR

Suami Nunun, Adang Daradjatun, menegaskan kedekatan Nunun
dengan Miranda Goeltom.
Adang juga menyebut Miranda adalah motivator suap travel cek.

Nunun dipulangkan ke Indonesia.

Cek sampai ke tangan
anggota DPR melalui
AHMAD HAKIM SAFARI
alias ARIE MALANGJUDO.

Nunun ditangkap aparat Thailand.

KPK mengeluarkan perintah cekal untuk
Nunun, tapi Nunun sudah di luar negeri.

Arie Malangjudo dipanggil Nunun
Nurbaetie dan mengenalkannya
dengan Hamka Yandhu. Dalam
pertemuan itu sudah disiapkan \
empat tas kertas bertanda merah, '
kuning, hijau dan putih.

ooy
y

2010 Nunun pergi ke Singapura

=
o
<l

Nunun dipanggil KPK. Nunun mengaku
2009 amnesia sehingga diperiksa hanya ‘jawab Nunun Nurbaetie
lupa’ dan ‘tidak tahu’.

SUMBER UANG SUAP

P
AGUSTUS
T ] 2008 Agustus 2008, Agus Condro ‘nyanyi di KPK’
_ Arie ditelepon Dudhie Makmun : soal pemberian cek pelawat yang diteri-
Arie ke Hotel Century Atlet Murod, yang mengatakan akan : manya. KPK dan PPATK kemudian
untuk menemui Endin mengambil titipan berkode merah. menelusuri transaksi keuangan ini.
(PPP) untuk memberikan Arie ke Restoran Bebek Bali untuk
tas bertanda hijau serahkan tas.

() PPATK menemukan transaksi 480 cek pelawat yang menyebar ke
5 SEPT tangan anggota DPR. PDIP sejumlah 196 cek senilai Rp 9,8 miliar;
Golkar 147 cek senilai Rp 7,25 miliar; PPP 30 lembar senilai Rp 1,5

miliar; dan TNI/Polri Rp 2 miliar.

Penelusuran KPK menunjukkan cek senilai Rp 24 miliar diterbitkan
Bank Internasional Indonesia (BIl atas permintaan Bank Artha Graha dari permintaan
nasabahnya, PT First Mujur Plantation and Industri milik Hidayat Lukman (yang satu
gedung dengan Artha Graha).

Pihak First Mujur melalui direktur keuangan Budi Santoso mengaku uang itu untuk

membayar kerja sama ekspansi kebun sawit dengan pengusaha Ferry Yen (meninggal
Grafi: Aﬁ’l"ltnfrg:f'::s‘;',‘;';Jg';";’]ag‘;]";z pada 2007 menjelang kasus ini mencuat). Ternyata, cek ini untuk penyuapan. Terbukti
Sumber: keterangan dipersidangan Foto-foto: Dok Republika nomor seri cek yang diterima Ferry sama seperti yang digunakan untuk menyuap.

/ Hamka Yandhu dan Udju Djuhaeri
menelepon untuk datang ke kan-

2008

tor Arie untuk mengambil tas
bertanda kuning dan putih.
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Prof Dr Rokhmin Dahuri MS

Ketua Umum Masyarakat
Akuakultur Indonesia

endati Deklarasi

Djoeanda 13 De-

sember 1957 se-

cara geopolitik

dan geoekonomi

sangat penting
bagi kejayaan dan kedaulatan In-
donesia, namun kita baru mem-
peringatinya sejak pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid
pada 13 Desember 2000. Kemu-
dian, melalui Keppres No 126/
2001, Presiden Megawati Soekar-
noputri mengukuhkan Hari Nu-
santara, 13 Desember sebagai hari
nasional, yang kemudian diperi-
ngati tiap tahun. Tanpa Deklarasi
Djoeanda, potensi kekayaan laut
Indonesia hanya sekitar 1/3 dari
potensi yang ada.

Wilayah laut Indonesia saat
itu hanya meliputi laut sejauh ti-
ga mil dari garis pantai yang me-
ngelilingi pulau-pulau kita. Se-
hingga, di antara pulau-pulau itu
terdapat laut bebas (internasional),
dan ini berarti ancaman.

Kita patut bersyukur bahwa
Ir H Djoeanda, perdana menteri
pada waktu itu, dengan berani
pada tanggal 13 Desember 1957
mendeklarasikan kepada dunia
bahwa wilayah laut Indonesia ti-
daklah sebatas seperti diatur da-
lam Territoriale Zee Maritiem
Kringen Ordonantie 1939. Wilayah
laut Indonesia adalah termasuk
laut di sekitar, di antara, dan di
dalam Kepulauan Indonesia.

Deklarasi Djoeanda tidak lang-
sung diterima dunia, bahkan
Amerika Serikat dan Australia
menentangnya. Namun, berkat
kegigihan perjuangan diplomasi
oleh para penerusnya, seperti Prof
Dr Mochtar Kusumaatmadja dan
Dr Hasyim Djalal, deklarasi yang
berisikan konsepsi negara kepu-
lauan (archipelagic state) tersebut
akhirnya ditetapkan dalam Kon-
vensi Hukum Laut PBB (United
Nation Convention on Law of the
Sea, UNCLOS) 1982.

Peran strategis laut
Kini, kita memiliki wilayah
laut, termasuk ZEEI, seluas 5,8

juta kilometer persegi (km2) yang
merupakan tiga per empat dari
total wilayah Indonesia. Di dalam-
nya terdapat lebih dari 17 ribu
pulau dan dikelilingi garis pantai
sepanjang 95.200 km, terpanjang
kedua setelah Kanada. Fakta fisik
inilah yang membuat Indonesia
dikenal sebagai negara maritim
dan kepulauan terbesar di dunia.
Di sinilah Deklarasi Djoeanda
mendapatkan peran geopolitik
yang sangat mendasar bagi ke-
satuan, persatuan, dan kedaulatan
Indonesia. Oleh karena itu, Dek-
larasi Djoeanda sejatinya meru-
pakan salah satu dari tiga pilar
utama bangunan kesatuan dan
persatuan NKRI, yaitu: Kesatuan
Kejiwaan yang dinyatakan dalam
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
Kesatuan Kenegaraan dalam
NKRI yang diproklamasikan oleh
Soekarno-Hatta pada 17 Agustus
1945; dan Kesatuan Kewilayahan
(darat, laut, dan udara) yang di-
umumkan oleh Perdana Menteri
Djoeanda pada 13 Desember 1957.
Selain geopolitik, laut juga me-
miliki peran geokonomi yang sa-
ngat strategis bagi kemajuan dan
kemakmuran bangsa Indonesia.
Laut kita mengandung kekayaan
alam yang sangat besar dan bera-
gam, baik berupa sumber daya
alam (SDA) terbarukan (seperti
perikanan, terumbu karang, hutan
mangrove, rumput laut, dan pro-
duk-produk bioteknologi); SDA
tak terbarukan (seperti minyak
dan gas bumi, timah, bijih besi,
bauksit, dan mineral lainnya);
energi kelautan; maupun jasa-
jasa lingkungan kelautan seperti
untuk pariwisata bahari, trans-
portasi laut, dan sumber keraga-
man hayati serta plasma nutfah.
Lebih dari itu, laut Indonesia
juga berperan sentral untuk
pengendalian dinamika iklim
global, siklus hidrologi, siklus bio-
geokimia, penetralisasi limbah,
dan sistem penunjang lainnya
yang membuat sebagian besar
permukaan bumi layak dan nya-
man dihuni manusia. Kekayaan
SDA dan jasa-jasa lingkungan
kelautan tersebut dapat kita daya-
gunakan untuk kemajuan dan ke-
sejahteraan bangsa.
Potensi total ekonomi 11 sektor
kelautan itu mencapai 800 miliar
dolar AS (Rp 7.200 triliun) per

tahun, lebih dari enam kali lipat
APBN 2011 atau satu setengah
kali PDB saat ini. Sedangkan ke-
sempatan kerja yang dapat di-
bangkitkan sekitar 40 juta orang.
Karena itu, bila kita mampu men-
dayagunakan potensi ekonomi ke-
lautan secara produktif, maka
masalah pengangguran dan ke-
miskinan otomatis akan terpecah-
kan.

Pengembangan sektor-sektor
ekonomi kelautan yang berlang-
sung di wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil, dan lautan juga bakal
menciptakan pusat-pusat pertum-
buhan ekonomi (kemakmuran)
baru yang menyebar secara pro-
porsional di seluruh wilayah nu-
santara. Hal ini tentu akan mem-
bantu mengatasi masalah nasional
lainnya berupa distribusi pendu-
duk yang tak seimbang, urbani-
sasi, dan brain drain dari luar
Jawa dan dari desa ke kota.

Pembangunan ekonomi kelaut-
an, utamanya sektor perhubungan
laut dan industri galangan kapal,
juga akan secara signifikan me-
ningkatkan efisiensi dan daya saing
perekonomian Indonesia. Betapa
tidak, sekitar 70 persen dari total
barang ekspor Indonesia harus
melalui Singapura karena hingga
kini kita belum memiliki hubport
bertaraf internasional. Ongkos per
kontainer untuk mengangkut ba-
rang dari Jakarta ke Surabaya
dua kali lebih mahal ketimbang
dari Singapura ke Los Angeles.

Saat ini, biaya logistik di Indo-
nesia mencapai 30 persen dari bi-
aya produksi. Sedangkan, AS, Si-
ngapura, atau emerging economies
lain, seperti Malaysia, Thailand,
China, dan Vietnam mampu me-
nekan hingga di bawah 10 persen.

Reorientasi pembangunan

Sayangnya, hingga kini kontri-
busi ekonomi kelautan terhadap
PDB masih rendah, hanya 22 per-
sen. Sementara, negara-negara
dengan potensi kelautan yang le-
bih kecil ketimbang Indonesia,
seperti Korea Selatan, Jepang,
Cina, Thailand, Norwegia, dan
Islandia, sumbangan sektor ke-
lautan bagi PDB-nya rata-rata
lebih dari 35 persen.

Oleh sebab itu, kini saatnya
kita mereorientasi pembangunan
nasional dari yang berbasis da-

Makna Hari Nusantara

ratan ke kelautan. Pada tataran
praktis, koridor-koridor ekonomi
dalam Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) hendaknya
dibangun berbasis pada Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) dan
wilayah pulau-pulau kecil. Arti-
nya, pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi harus dibangkitkan de-
ngan membangun kelompok-ke-
lompok industri terpadu berbasis
ekonomi kelautan yang ditopang
oleh pelabuhan berkelas dunia.

Pelabuhan-pelabuhan laut itu
dapat digunakan juga untuk
mengapalkan komoditas dan pro-
duk yang berasal dari wilayah
daratan, seperti perkebunan, ta-
naman pangan, ternak, industri
manufaktur, dan pertambangan.
Sarana transportasi laut juga ha-
rus diperkuat dan dikembangkan
agar mampu memecahkan masa-
lah konektivitas antarwilayah pu-
lau yang selama ini membuat
ekonomi nasional kurang efisien.
Pada saat yang sama, kita ting-
katkan pendayagunaan sumber
daya laut dalam, perikanan, mi-
gas, dan mineral lainnya di wila-
yah ZEEI bagian Samudra Hindia
maupun Samudra Pasifik.

Selanjutnya, tata ruang wila-
yah darat, baik pada tingkat na-
sional, provinsi, maupun kabupa-
ten/kota hendaknya disusun
(ulang) berdasarkan pada perun-
tukan wilayah pesisir dan laut.
Industri berat dan pertambangan
sebaiknya ditempatkan di darat
yang wilayah pesisir dan lautnya
memiliki kapasitas mengasimilasi
limbah yang tinggi atau bukan
untuk sektor-sektor pembangunan
yang mensyaratkan kualitas
lingkungan prima.

Apabila seluruh kebijakan poli-
tik-ekonomi (seperti fiskal-mo-
neter, ekspor-impor, pendidikan,
iptek, dan otonomi daerah) men-
dukung pembangunan ekonomi
kelautan, insya Allah cita-cita
kita bersama untuk menjadikan
Indonesia sebagai bangsa besar
yang maju, adil-makmur, dan
mandiri pada 2025 sebagaimana
tersurat dalam dokumen MP3EI
akan terwujud. Semoga puncak
peringatan Hari Nusantara ke-
11 yang bakal digelar di Kota
Dumai, Riau, pada 13 Desember
tahun ini diberkahi Allah SWT. m

Mendorong Industri Hilir Komoditas Pertanian

Khudori

Anggota Pokja Ahli Dewan
Ketahanan Pangan Pusat

erbagai usaha dilakukan
pemerintah untuk men-
dorong dan mengem-
bangkan industri hilir,
khususnya industri berbasis ba-
han baku komoditas pertanian.
Berbagai usaha sudah dilakukan.
Namun, industri hilir berbasis
komoditas pertanian belum begitu
berkembang. Berbagai komoditas
unggulan, seperti minyak sawit,
karet, kopi, kakao, teh, rempah-
rempah, dan produk biji-bijian,
dijual dalam bentuk mentah de-
ngan nilai tambah rendah.
Ironisnya, setelah diolah, pro-
duk jadi itu membanjiri pasar
kita. Yang meraih keuntungan
tentu importir yang mengolah ba-
han mentah itu. Industri (hilir)
pertanian sebagai pertanda ke-
berhasilan transformasi ekonomi
nasional jauh panggang dari api.
Untuk mendorong industri hilir,
komoditas pertanian diusulkan
menerapkan bea ekspor atau me-
nutup ekspor bahan mentah (ba-
ku). Pemberlakuan bea ekspor
diusulkan untuk kelapa, kelapa
sawit (CPO), dan kakao. Sedang-
kan, penutupan ekspor bahan
mentah diusulkan untuk rotan.
Alasan klasik selalu mengiringi
usulan ini: bea ekspor atau penu-
tupan ekspor bahan mentah akan
menjamin pasokan bahan baku
bagi industri domestik. Benarkah
bea ekspor atau penutupan ekspor
bahan mentah langkah tepat men-
dorong industri hilir?

Beban bagi petani

Bahan baku merupakan unsur
penting bagi berkembang-tidak-
nya industri hilir. Ketika bahan
baku tersedia berkesinambungan,
industri hilir akan mendapatkan
kepastian pasokan berproduksi

sepanjang tahun dengan harga
rendah. Masalahnya, bahan baku
bukan satu-satunya penentu ber-
kembang-tidaknya industri hilir.

Di luar bahan baku ada lemba-
ga keuangan (perbankan), keterse-
diaan infrastruktur pendukung,
ekonomi biaya tinggi akibat pel-
bagai pungutan, beban pajak yang
memberatkan, dan berbagai in-
sentif yang tidak mendukung.
Tanpa dukungan memadai dari
semua faktor itu, ketersediaan
bahan baku tidak akan menjamin
industri hilir berkembang. Bahan
baku pun sia-sia.

Salah satu contohnya adalah
bea ekspor minyak sawit mentah
(CPO). Berbagai kajian menun-
jukkan, bea ekspor bukan instru-
men yang tepat untuk mendorong
industri hilir. Karena, kenaikan
rata-rata satu persen bea keluar
hanya menurunkan ekspor rata-
rata 0,36 persen (Susila, 2008).
Artinya, ekspor tidak elastis ter-
hadap perubahan bea keluar. Ke-
naikan bea keluar tak akan efektif
mendorong industri hilir sawit
karena tidak otomatis memben-
dung ekspor CPO, terutama saat
harga produk primer perkebunan
amat tinggi seperti saat ini.

Selain itu, karena posisinya
kuat, pengusaha akan mencari
kompensasi kenaikan bea keluar,
baik ke hilir maupun hulu. Seba-
gai pihak yang paling lemah, pe-
tani akan menjadi korban. Ek-
sportir akan mentransfer beban
bea keluar itu kepada petani. Ini
ditunjukkan oleh elastisitas ekspor
terhadap perubahan harga ekspor
umumnya yang inelastis (elastisi-
tas antara 0,10-0,66).

Menurut hitungan Susila
(2008), dengan bea keluar hanya
lima persen, gross margin petani
turun Rp 540 ribu/hektare/tahun.
Dengan penguasaan lahan 3,6 juta
hektare dari 8,36 juta hektare sa-
wit oleh petani, pendapatan petani
yang ditransfer kepada eksportir
atau pemilik industri refinery se-

nilai Rp 1,94 triliun. Ini peram-
pasan legal dengan kedok bea ek-
spor. Sungguh tidak adil bahwa
petani harus menyubsidi industri
hilir dan eksportir yang kaya.

Dengan struktur perdagangan
produk kelapa sawit yang masih
dibelit masalah struktural, seperti
di Indonesia, dampak distorsi dari
bea ekspor CPO amat nyata. Se-
lain menurunkan pendapatan pe-
tani, kenaikan bea keluar berdam-
pak negatif pada industri hulu
sawit yang dicerminkan oleh pe-
nurunan harga di tingkat produsen
(petani), areal, produktivitas, dan
produksi. Bahkan, menurut kalku-
lasi Oktaviani (2007), bea keluar
6,5 persen dan 15 persen akan
menekan variabel makroekonomi
(inflasi, product domestic brutto/
PDB, dan upah riil). Bea keluar
6,5 persen dan 15 persen jus-
tru mendorong peningkatan eks-
por CPO Malaysia, saingan utama
Indonesia, masing-masing sebesar
2,4 persen dan 4,9 persen.

Dampak yang tidak diinginkan
semacam ini juga ditemukan pada
komoditas pertanian lainnya. Me-
nurut Asosiasi Kakao Indonesia
(Askindo), setelah 1,5 tahun pene-
rapan bea ekspor, industri peng-
olahan kakao hingga kini tidak
berkembang. Bea ekspor justru
mempersulit industri dan menu-
runkan daya saing industri peng-
olahan kakao domestik. Masalah
industri hilir kakao bukan per-
soalan bahan baku.

Oleh karena itu, harus ditelisik
terlebih dahulu secara saksama
apakah benar biaya bahan baku
adalah penyebab tidak berkem-
bangnya industri pengolahan ko-
moditas pertanian dalam negeri.
Hal ini penting karena yang me-
mikul beban bea ekspor adalah
petani. Kita dapat belajar dari
kasus perkebunan, kehutanan,
dan perikanan laut. Data serial
waktu yang cukup panjang, 1960-
2000, menunjukkan bahwa pada
periode tersebut harga-harga di

pasar dunia untuk minyak sawit
turun dari 1.102 dolar AS ke 307
dolar AS per ton; minyak kelapa
turun dari 1.507 dolar AS ke 446
dolar AS per ton; kakao turun
dari 285 sen menjadi 90 sen per
kg; karet turun dari 377 sen men-
jadi 68 sen per kg.

Secara agregat perkembangan
sama, yaitu harga riil produk per-
tanian turun dari indeks 208 pada
1960 menjadi 87 pada 2000 dan
indeks harga bahan baku pertani-
an turun dari indeks 220 pada
1960 menjadi 91 pada 2000 (pada
1990=100) (Pakpahan, 2004). Pot-
ret terbaik bisa dilihat pada in-
dustri berbasis kehutanan. Setelah
jutaan hektare hutan dieksploitasi
dan Indonesia berubah menjadi
penghembus gas-gas rumah kaca,
industri berbasis kehutanan tidak
berkembang. Di bidang perikanan
laut kurang-lebih sama: setelah
laut dieksploitasi berlebih, industri
berbasis perikanan laut juga tidak
berkembang. Di tengah melim-
pahnya sumber daya perikanan,
kini kita justru mengimpor ikan.

Untuk mendorong industri hilir
komoditas pertanian, solusinya
tidak bisa dipukul rata. Masing-
masing komoditas memiliki ka-
rakteristik persoalan berbeda. Un-
tuk mendorong industri hilir, ke-
bijakan mestinya diarahkan untuk
mengatasi masalah riil yang men-
jadi penyebab lambatnya industri
hilir pertanian.

Pertama, memudahkan industri
hilir menembus pasar yang dido-
minasi perusahaan multinasional,
seperti kebijakan tarif, promosi,
dan kerja sama bilateral/multila-
teral. Kedua, menurunkan tarif
bea masuk untuk mesin dan bahan
penolong industri hilir perkebun-
an. Ketiga, melakukan harmoni-
sasi tarif yang belum harmo-
nis. Keempat, memberikan insentif
investasi dalam bentuk keringan-
an pajak (tax holiday), kemudahan
izin investasi, dan dukungan in-
frastruktur yang memadai. m

Tajuk

Konferensi Media Islam

Wakil Presiden Boediono membuka Konferensi Media Islam
Internasional kemarin malam. Ini merupakan konferensi kedua setelah
acara serupa pada 1980 yang juga berlangsung di Jakarta. Ada sekitar
400 peserta dari 39 negara yang terdiri atas unsur pemerintah serta
praktisi dan pengamat media yang akan mengikuti acara ini hingga 16
Desember.

Tentu situasi yang melingkupi konferensi kali ini berbeda jauh dari
acara serupa 31 tahun silam. Perkembangan teknologi informasi telah
merevolusi masyarakat dan memengaruhi cara bertindak media. Di sisi
lain, isu mutakhir kian bergeser dari kekuatan pemerintah ke masalah
keterbukaan, demokratisasi, kelestarian alam, dan peran Islam dalam
mencegah radikalisme.

Pada konferensi pertama, lahir Deklarasi Jakarta yang, antara lain,
berisi kode etik wartawan Muslim. Sesuai perkembangan saat itu, isu
yang muncul terkait dengan persaudaraan Islam dan peneguhan sikap
menghadapi ide-ide anti-Islam. Deklarasi Jakarta juga menyerukan
kewajiban media Islam untuk memerangi kolonialisme, segala bentuk
agresi, fasisme, dan rasisme.

Kita berharap, konferensi kali ini menghasilkan setidaknya dua
kesepakatan. Pertama, akan lahir semacam revisi kode etik atas hasil
konferensi 1980 yang merujuk pada situasi etis terkini. Kedua,
konferensi ini secara khusus menyorot isu mutakhir dunia Islam,
misalnya, terkait perkembangan terakhir demokratisasi di dunia Arab
dan perjuangan Palestina mendapatkan pengakuan kedaulatan di PBB.

Sebagaimana media massa dalam pengertian luas, tentu harus ada
keberpihakan media-media Islam terhadap kebenaran. Visi ini tidak
semata menyangkut hubungan kita dengan Allah melainkan juga dalam
masalah antarmanusia. Dengan demikian, media Islam haruslah
mendukung pemerintahan yang bersih, menolak pemerintahan yang
menzalimi rakyat, dan menentang penjajahan atas suatu bangsa. Media
Islam juga menentang tindakan teror, memerangi ketidakadilan, dan
tak dapat membenarkan tindakan korupsi.

Itulah situasi mutakhir yang menghiasi wajah dunia Islam saat ini.
Musim semi Arab baru-baru ini yang menghasilkan kepemimpinan
baru di negara-negara Islam mesti kita dukung ke arah pembentukan
pemerintahan independen yang mendengar suara rakyatnya. Jangan
sampai muncul negara-negara boneka yang secara nilai justru menjadi
bentuk baru kolonialisme yang bertentangan dengan semangat
Deklarasi Jakarta 1980.

Selain isu mutakhir, kita juga tak dapat melepaskan diri dari nilai-
nilai keislaman pada masalah prinsip-prinsip yang menjadi karakter
media massa. Isu kebebasan, misalnya, bagi kita adalah jalan untuk
menuju kebenaran, bukan modus untuk membenarkan perilaku yang
tak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Media Islam bukanlah media
pembenar pornografi, sebagaimana media Islam bukanlah penyokong
kekerasan, terorisme, pengrusakan lingkungan, atau rezim diktator.

Kita menilai, hasil konferensi pertama pada 1980 telah memberikan
batas yang tegas dan benar tentang masalah ini dan percaya media
massa bukan saja berhak, melainkan wajib, menjadi benteng moral
masyarakat. Kita tak bisa mengadu hal semacam ini seakan sebagai
masalah privat karena dampak tindakan immoral selalulah masyarakat
banyak. Kita berharap konferensi kali ini kian mengukuhkan pesan
Islam sebagai rahmatan lil alamin. m

:: suarapublika ::

Angkutan Ciputat-Kampung Rambutan
Protes dari Penumpang

Angkutan nomor 510 adalah angkutan umum yang menaikkan penumpang
seenaknya dan sepenuh-penuhnya sampai tindak kejahatan bahkan pelecehan sek-
sual pun kerap terjadi di 510. Angkutan umum tersebut adalah akses satu-satunya
tujuan Ciputat-Kampung Rambutan, secara otomatis penumpangnya pun banyak
sekali bahkan sampai berdesak-desakan tidak ada beda antara perempuan dan laki-
laki. Oleh karena itu, tindak kejahatan seperti pencopetan dan pelecehan seksual
sering terjadi.

Pemerintah kota harusnya menyediakan lebih banyak lagi angkutan umum satu-
satunya tujuan Ciputat-Kampung Rambutan itu dan sistemnya juga harus diperbaiki
bagaimana caranya agar penumpang nyaman menggunakannya, tidak seperti
barang-barang yang ditumpuk sampai penuh di dalam mobil. Ingat, penumpang itu
manusia, bukan benda mati.

Siti Maspupah
Warga Ciputat Pengguna 510

HIV/AIDS
Pencegahan tak Optimal, Penularan Meningkat

Setiap tahun kita selalu memperingati hari AIDS, tapi tidak dapat dipungkiri
fenomena AIDS ini ibarat gunung es, yang tampak hanya sebagian kecil dari jumlah
yang tercatat. Menurut data Komisi Nasional Penanggulangan AIDS penyebab
HIV/AIDS terakhir disebabkan seks bebas dan pengunaan jarum suntik. Upaya yang
dilakukan pemerintah untuk pencegahan dengan mengampanyekan A-B-C yaitu
menghindari seks bebas (abstinence), setia pada pasangan (be faithful), dan meng-
gunakan kondom (condom).

Di sisi lain maraknya situs porno yang mudah diakses lewat internet, majalah de-
wasa yang dijualbelikan secara bebas, melihat semua itu kita patut pesimistis
negeri ini akan terbebas dari ancaman HIV/AIDS. Buktinya pembelanjaan untuk pro-
gram AIDS tahun 2010 mencapai 50,8 juta dolar AS atau Rp. 457,2 miliar, tapi ni-
hil. Faktanya, penderita HIV/AIDS terus meningkat dari tingginya angka penularan
baru di dunia sekitar 2,7 juta orang per tahun.

Umu Rosita
Jetis kulon Gang 1 No.44c¢c Wonokromo Surabaya

Efek Jera Koruptor
Sebaiknya Dipotong Tangannya

Semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan.
Salah satunya kejahatan pencurian, mulai dari copet sampai dengan perampokan
uang rakyat (korupsi). Kita tentu prihatin menyaksikan banyaknya kasus korupsi
yang terjadi di Tanah Air ini. Bukannya berkurang malah semakin merajalela.

Untuk itu, saya berpendapat, sebaiknya pelakunya diberikan hukum potong ta-
ngan. Lihat QS al-Maidah [5]: 38. Hikmah potong tangan ini untuk menjadi pelajaran
dan efek jera bagi mereka yang mencuri atau melakukan korupsi.

Arif Budi Prasetiyo
JI Paozan 84-A RT 03 RW 11 Parakannyasag, Indihiang
Kota Tasikmalaya

HARIAN

REPUBLIKA

MAHAKA MEDIA

Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha.
Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: M Irwan Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza.
Redaktur Senior: Anif Punto Utomo. Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin EI-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten

Redaktur Pelaksana: Bidramnanta, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Aminah, Harun Husein,
Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agus Yulianto, Alwi Shahab,
Asep K. Nurzaman, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Budi Raharjo, Burhanuddin Bella, Citra Listya

Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyossa, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Djoko Suceno, Dyah Ratna
Meta Novia, Edi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Eko Widiyatno, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, EH Ismail, Fernan Rahadi,
Ferry Kisihandi, Firkah Fansuri, Fitria Andayani, Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari,

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi
milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali
tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari

siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya
Semua isi artikel/tulisan
jadi tanggung jawab Kepala

tanggung jawab p
yang lapat di

lis yang b
daerah,
Perwakilan Daerah b

Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, Johar Arief, Khoirul Azwar, Lilis Sri Handayani, Mansyur Fagih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin

Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Hafil, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina

Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna
Puspita, Reiny Dwinanda, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Sefti Oktarianisa, Setyanavidita Livikacansera, Siwi Tri Puji Budiwiyati,
Stevy Maradona, Susie Evidia Yuvidianti, Taufigurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wulan Tunjung Palupi,
Yeyen Rostiyani, Yoebal Ganesha Rasyid, Yogi Ardhi Cahyadi, Yulianingsih, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah.

Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman
Sudiaman. Pjs.Kepala Perwakilan DIY - Jateng & Jatim : Haryadi B.Susanto. Nian Poloan (Medan), Maspril Aries (Palembang), Ahnmad
Baraas (Bali). Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi.

Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: JI. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO
Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax Redaksi: 021-
798.3623, E-mail: sekretariat@republika.co.id..Bagian lklan: JI. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Tel: 021-
794.4693, Fax: 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online:
http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: Bandung: JI. Mangga No. 37 Bandung 40114 Tel: 022-87243363-65,
Fax: 022-7271384, Yogyakarta: JI. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 0274-541.582,
Surabaya: JI. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072.

Direktur Utama: Erick Thohir.

Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional:
Tommy Tamtomo. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Marketing dan Sales: Yulianingsih.Manajer Iklan:Indra Wisnu
Wardhana. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Darkiman Ruminta. Manajer Keuangan: Hery Setiawan.

Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per
eksemplar (tambah ongkos kirim). Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri: Bank BSM, Cab. Warung Buncit,
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Ungkap Keterlibatan Kolega Wa

YANG BERKOAR YANG JADI TERSANGKA

nasional

Dua Menteri
Diminta Kelug
dari Timsel KI

A Syalaby Ichsan,

JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu
dan Demokrasi (Perludem) mengkritik susun -
an tim seleksi (timsel) yang akan memilih ang
gota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa bakti
2012-2017. Peneliti Perludem Veri Junaidime -
minta, dua unsur menteri, yakni Menteri Da
lam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Men -
kumham) Amir Syamsuddin keluar dari tim sel.
“Ini saya lihat tidak baik masuknya un sur
parpol dalam timsel. Membuat kerja timsel bi -
satidak independen,” kata Veri, Senin (12/12).

Veri menilai, masuknya Amir Syamsuddin
sebagai wakil timsel sebagai kesalahan fatal.
Alasannya, sebagaimana diketahui, Amir saat
ini menjabat sebagai sekretaris dewan pem -
bina Partai Demokrat. Pihaknya mengetahui
masuknya dua menteri dalam timsel itu untuk
alasan kemudahan proses administrasi yang
melibatkan dua lembaga. Namun, menurut
Veri, urusan itu hendaknya diserahkan kepada
anggota timsel yang berasal dari akademisi.

Apalagi, lanjut Veri, untuk menyiasati ken
dala birokrasi dalam proses seleksi anggota
penyelenggara pemilu, masih ada Dirjen Kes -
bangpol Kemendagri TanribaliLamoyangmen -
jabat sebagai sekretaris timsel. “Kita harus adil
sebab keduanya merupakan ling karan peme -
rintah. Kami mendorong mereka mun  dur.”

Kemarin, timsel menyelenggarakan rapat
perdana di kantor Kemendagri. Rapat yang
di pimpin Mendagri Gamawan Fauzi selaku
ketua dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Tam -
pak anggota timsel yang hadir, di anta  ranya
Saldi Isra, Valina Singka, dan Anies Bas -
wedan. Sebelumnya, anggota timsel Ramlan
Surbakti mengatakan, pada rapat perdana
ini akan dibahas tentang rencana kerja tim.

Hasil pertemuan timsel menyepa kati kalau
pengambilan keputusan diserahkan kepada
sembilan anggota timsel. Artinya, Mendagri
dan Menkumham tidak memiliki hak mengam-
bil keputusan. “Tugas Mendagri dan Menkum
ham hanya sebagai pendorong dan memfasili-
tasi dalam sebuah rapat. Ini untuk menjaga in
dependensi,” ujar Mendagri Gama wan Fauzi.

Presiden SBY, pekan lalu, lewat Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2011,
menetapkan 11 nama timsel untuk memilih
anggota KPU dan Bawaslu. Berdasarkan Kep -
pres 33/2011, timsel bertugas membantu presi -
den menetapkan calon anggota KPU dan Ba -
waslu. Timsel bertanggung jawab kepada pre
siden dengan masa kerja sampai anggota KPU
dan Bawaslu terpilih. Pada tahap awal, timsel
menetapkan 14 nama calon anggota KPU dan
10 nama calon anggota Bawaslu un tuk kemu-
dian diserahkan kepada presiden dan diterus -
kan ke DPR.  ¢13 ed: andri saubani

Muhammad Hafil

Wa Ode meminta
perlindungan ke LPSK.

JAKARTA — Tersangka kasus
dugaan suap dalam pengalokasian
anggaran Dana Percepatan Pem -
bangunan Infrastruktur Daerah
(DPPID) Wa Ode Nurhayati di -
minta mengungkapkan semua
nama anggota DPR yang terlibat
dalam praktik calo anggaran. Wa
Ode diminta menunjukkan bukti-
bukti terkait kasusnya ke KPK.
“Wa Ode harus membuka semua
mafia anggaran, termasuk pim -
pinan. KPK harus memproses de -
ngan cara-cara yang dibenarkan
oleh hukum,” tegas Ketua Komisi
Il DPR Benny K Harman dige -
dung DPR, Senin (12/2).

Benny menilai, tidak ada alas -
an bagi KPK untuk tidak menin-
daklanjuti bukti dan informasi
milik Wa Ode. Politikus Partai
Demokrat tersebut menegaskan,
KPK tidak usah khawatir anggar
annya dipotong kalau mengusut
kasus di DPR. Pasalnya, undang-
undang sudah menetapkan kalau
KPK akan mendapatkan anggar -
an tahun lalu jika tidak ada ke -
sepakatan. “Kalau ditolak, ber -
laku anggaran tahun lalu. KPK
tidak usah takut kalau anggaran
ditolak,” tambahnya.

Wa Ode mengaku, memiliki
rekaman pemerasan terhadapnya
oleh anggota Badan Kehormatan
(BK) DPR. la mengatakan, bila ia
tak membayar atau memberikan
sesuatu kepada anggota BK, ia
akan dilaporkan kepada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dan KPK.
“Saya punya rekaman permin
taan untuk bayar anggota BK.
Tapi, di hadapan penyidik akan
buka,” kata Wa Ode.

Selain berjanji akan membe-
berkan bukti-bukti keterlibatan
anggota DPR dalam kasusnya ke
KPK, Wa Ode, kemarin, meminta
perlindungan kepada Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK). “Saya akan ke LPSK
pukul 14.00 WIB guna meminta

Mei 2011

Dalam suatu
acara
talkshow di
sebuah
stasiun televisi,
anggota
Badan
Anggaran
(Banggar) DPR

Wa Ode Nurhayati
mengungkapkan adanya praktik
percaloan anggaran di DPR. la
menyebutkan hampir semua
anggota Banggar DPR mengutip
7,5 persen hingga 15 persen dari
perubahan alokasi dana
penyesuaian infrastruktur daerah
dalam APBN 2011. Nilai kutipan
tiap anggota Banggar DPR antara
Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.

perlindungan,” kata Wa Ode le
wat sambungan telepon kepada
wartawan, Senin (12/12).

Pengacara Wa Ode, Arbab
Paproeka, menambahkan, data-
data dugaan keterlibatan anggo -
ta DPR dalam praktik mafia
anggaran akan diserahkan ke
penegak hukum. la menyesalkan
langkah KPK yang menetapkan
Wa Ode sebagai tersangka. “Pe -
netapan Wa Ode sebagai tersang-
ka sangat aneh karena dia ber -
keinginan membuka mafia ang -
garan.”

KPK menyatakan, belum akan
memeriksa atau menahan Wa
Ode dalam waktu dekat. Ke -
marin, KPK melanjutkan proses
penyidikan dengan memeriksa
staf Wa Ode, Sefa Yolanda, dan
satu orang wiraswasta Haris
Surahman. “Ya, untuk kepenting -
an penyidikan, kita memeriksa
dua orang tersebut,” kata Juru Bi -
cara KPK Johan Budi.

ed: andri saubani

Juni 2011 Oktober 2011
KPK menerima
laporan dari Pusat
Pelaporan dan Analisis
‘:—t Transaksi Keuangan

21 transaksi

-
A

Masyarakat Antikorupsi
Indonesia (MAKI)

anggota Banggar
DPR. PPATK juga

(PPATK) soal adanya

mencurigakan yang
melibatkan sejumlah

mengirimkan laporan

— 7 Desember 2011
KPK mengirimkan surat permohonan
pencegahan bepergian ke luar negeri ke
Ditjen Imigrasi untuk anggota Banggar DPR
dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati. Selain
Wa Ode, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi
mencegah staf Wa Ode bernama Sefa
Yolanda serta dua pihak swasta, yakni Fahd
Arafig dan Surhman Manab.

L Jumat 9 Desember 2011
- Wakil Ketua KPK

melaporkan dugaan praktik  transaksi Haryono Umar
calo anggaran di DPR ke mencurigakan mengumumkan status
KPK. Menurut Koordinator ~ anggota Banggar DPR tersangka Wa Ode

MAKI Boyamin Saiman, ia
memiliki bukti notulen rapat
Badan Anggaran (Banggar)
DPR yang berisi pembagian
proyek dan commitment
fee. untuk diproses.

ke pimpinan DPR.
Pimpinan DPR

PPATK ke Badan

Acoz Sebut Nama Tamsi

Muhammad Hafil

JAKARTA — Sidang lanjutan kasus suap pro-
gram Dana Percepatan Pembangunan Infra-
struktur Daerah (DPPID) kembali dilanjutkan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Jakarta, Senin (12/12). Kali, ini sidang dengan
agenda pemeriksaan saksi itu menghadirkan
Iskandar Prasodjo alias Acoz, orang dekat Wa
kil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung.

Pada persidangan itu, Acoz mengungkap pe
ran Tamsil. Tamsil dianggap terilibat dalam per-
setujuan pengalokasian DPPID. Acoz menaku,
Tamsil berjanji akan memperjuangkan dsetu-
juinya pengalokasian DPPID tersebut di Bang-
gar DPR. Janji ini dilontarkan Tamsil setelah
dirinya diperlihatkan fotokopi surat bernomor
B 97 perihal usulan program tersebut. “Pak
Tamsil bilang suratnya sudah bagus dan ini
akan diperjuangkan di rapat badan anggaran,”
kata Acoz menirukan perkataan Tamsil.

Acoz mengaku, dua kali bertemu Tamsil.

meneruskan laporan

Kehormatan (BK) DPR

Nurhayati terkait
dugaan penerimaan
hadiah dalam
pengalokasian
anggaran Dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Daerah (DPPID) 2011.

Yang pertama di kawasan Kelapa Gading dan
yang kedua di Hotel Mulia. Pertemuan pertama
keduanya, Acoz memperlihatkan foto kopi surat
usulan DPPID yang sudah ‘diperjuangkan’ sejak
zaman Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Erman Suparno. Pertemuan kedua, Acoz
mengklarifikasi kebenaran atau keabsahan fo-
tokopi surat usulan permohonan DPPID tahun
2011 yang akhirnya dikeluarkan Kemenaker-
trans dengan nomor surat B 97.

Tamsil telah beberapa kali diperiksa KPK.
Kepada wartawan ia pernah menerangkan,
kalau pihaknya sebagai pimpinan Banggar
harus meneruskan pembahasan APBN 2011.
“Ini untuk menunjukkan kita pro rakyat,” pa-
parnya. Dia mengatakan pemerintah bertang-
gung jawab terhadap rakyatnya yang miskin un-
tuk disejahterakan. Saat ini baru daerah
transmigrasi di Poso dan Maluku Utara yang
sudah lebih baik. Selebihnya, masih banyak
daerah tertinggal. “Makanya kita mendorong
supaya cepat diselesaikan.”  ed: andri saubani




